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Abstrak 
Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, dalam melakukan 
kegiatan sehari-hari listrik sangat berperan penting salah satunya yakni sebagai 
sumber penerangan terutama dimalam hari. Selain untuk penerangan listrik juga 
berguna untuk menunjang penggunaan barang-barang elektronik seperti tv, kulkas, 
kipas angin dan lain-lain, karena itu masyarakat Indonesia sangat bergantung pada 
listrik karena fungsinya yang penting untuk kehidupan sehari- hari. Untuk 
mendapatkan pasokan listrik yang cukup masyarakat dapat mengajukan 
penambahan daya ke PT. PLN, dalam melakukan perjanjian penambahan daya 
listrik konsumen harus menyetujui isi perjanjian yang telah dibuat oleh PT. PLN 
agar penambahan daya listrik dapat segera diproses. Penelitian ini memiliki tujuan 
untuk mengetahui proses perjanjian penambahan daya listrik, mengetahui hak dan 
kewajiban serta peraturan dalam penambahan daya listrik, serta mengetahui 
tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam 
pelaksanaan jual-beli listrik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif, yang secara sistematis menjelaskan mengenai 
tanggung jawab hukum terhadap penambahan daya listrik antara PT. PLN dengan 
konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian normatif. Karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek hukum, 
aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian penambahan daya listrik. 
Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan perjanjian penambahan daya listrik 
terdapat tiga tahap, yakni tahap sebelum terjadinya kesepakatan yakni konsumen 
wajib mengisi formulir dan menyelesaikan persyaratan administrasi dan syarat 
hukum, tahap pada saat terjadi kesepakatan yakni konsumen menyetujui isi 
perjanjian dan tahap setelah terjadi kesepakatan timbulah hubungan hukum antara 
PT. PLN dengan konsumen tentang hak dan kewajiban yang mengikat. Apabila 
salah satu pihak dinilai telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang tercantum 
dalam Pasal 1243 KUHPerdata maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dituntut ke Pengadilan 
Negeri. 
 




Electricity is a basic need for the people of Indonesia, in carrying out daily activities 
electricity plays an important role, one of which is as a source of lighting, especially 
at night. In addition to electric lighting, it is also useful for supporting the use of 
electronic items such as TVs, refrigerators, fans and others, because of that 
Indonesian people are very dependent on electricity because of its important 
function for daily life. To get sufficient electricity supply, the community can apply 
for additional power to PT. PLN, in entering into an agreement to add electrical 
power, consumers must agree to the contents of the agreement that has been made 
by PT. PLN so that the addition of electrical power can be processed immediately. 
This study aims to find out the process of adding electricity to the agreement, 
knowing the rights and obligations as well as regulations in adding electricity, as 
well as knowing the legal responsibility if one of the parties commits a violation in 
the implementation of buying and selling electricity. The type of research used in 
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this research is descriptive research, which systematically explains the legal 
responsibility for the addition of electric power between PT. PLN with consumers. 
The approach method used in this research is normative research. Because in this 
study, the legal aspects are examined, the legal rules relating to the agreement to 
add electric power. Based on the results of the research, there are three stages in the 
agreement for the addition of electric power, namely the stage before the agreement, 
namely the consumer is required to fill out the form and complete the administrative 
requirements and legal requirements, the stage at the time of the agreement, namely 
the consumer agrees to the contents of the agreement and the stage after the 
agreement arises a legal relationship between the parties. PT. PLN with consumers 
regarding binding rights and obligations. If one of the parties is judged to have 
defaulted as stated in Article 1243 of the Civil Code or acts against the law as stated 
in Article 1365 of the Civil Code, they can be prosecuted to the District Court. 
 




Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya setiap kegiatan manusia 
tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya. Setiap kegiatan yang dilakukan 
manusia selalu memiliki hubungan dengan manusia lain, sehingga setiap 
Tindakan yang dilakukan oleh satu manusia dapat berdampak kepada manusia 
lainnya. Termasuk kegiatan berekonomi dalam rangka mencukupi kehidupan 
sehari-hari dengan mencari pendapatan ekonomi. 
Manusia memilik berbagai jenis kebutuhan termasuk didalamnya kegiatan 
berdagang, kegiatan hukum dan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut 
didukung dengan sumber-sumber yang meningkatkan kinerja kegiatan tersebut, 
sumber-sumber tersebut salah satunya adalah sumber daya listrik, karena listrik 
merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat, karena sebagian 
besar kegiatan manusia didukung oleh listrik mulai dari perdagangan, jasa, 
produksi dan yang lainnya. 
Tenaga listrik mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh 
negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan 
perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang 
cukup, merata dan bermutu. Dengan demikian listrik merupakan kebutuhan bagi 
orang banyak dan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
menyatakan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”. berdasarkan pasal 
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tersebut dinyatakan bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi 
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan 
rakyat. 
Untuk kebutuhan sehari-hari khususnya di bidang listrik. pemerintah 
Republik Indonesia dan khususnya Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya menetapkan kebijakan melakukan pengaturan, pengawasan dan 
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik, serta pelaksanaannya 
dilimpahkan dan dipercayakan kepada PT. PLN (Persero). 
Syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus 
terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan. Dengan adanya 
perjanjian, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara 
timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, dimana 
kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang 
telah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata Pasal 1313 bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 
Sedang perjanjian itu sendiri mengandung pengertian yaitu: 
“Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau 
lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh 
prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain menunaikan 
perstasi.” 
Hubungan antara PT. PLN dan pelanggan adalah hubungan hukum yang 
terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Dalam KUH Perdaata 
Pasal 1313 dikatakan bahwa ‚suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih. 
Kewajiban dari PT. PLN adalah mengalirkan aliran listrik dengan segala 
prasarananya kepada pelanggan, sedangkan pelanggan listrik pascabayar 
berkewajiban untuk membayar tagihan listrik yang dipakai tiap bulannya sesuai 
dengan besarnya pemakaian aliran listrik yang di tunjukkan oleh meteran listrik, 
bagi pelanggan listrik prabayar agar listrik dapat terus tersalurkan maka 
pelanggan haru membeli token listrik atau pulsa listrik yang besarnya dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan sehar-hari. 
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Mengenai pemakaian tenaga listrik ini pelanggan berhak menentukan 
besaran daya pemakaian tenaga listrik untuk keperluan rumah tangganya. 
Misalnya 450watt, 900watt, 1300watt dan 2200watt sesuai dengan yang di 
inginkan oleh pelanggan tersebut. Jika dalam berlangsungnya pemakaian daya 
tenaga listrik yang di alirkan terasa kurang maka pelanggan dapat 
menghubungi PT. PLN untuk menambah daya listrik. pelanggan dapat datang 
langsung ke kantor PLN terdekat, setelah adanya permintaan penambahan daya 
listrik dari pelanggan maka pihak PLN menerbitkan surat tugas untuk 
melakukan penambahan daya yang diberikan kepada petugas berdasarkan surat 
tugas tersebut petugas langsung dating kerumah pelanggan dan mengganti alat 
yang disebut MCB (miniature circuit breaker) yaitu suatu alat yang berfungsi 
untuk memutus aliran listrik apabila terdapat kelebihan pemakaian daya 
listrik.jika MCB tidak sesuai dengan daya yang dipakai maka secara otomatis 
akan memutus aliran listrik. 
Namun masih ada pelanggan yang melakukan tambah daya secara illegal, 
pelanggan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemakaian arus 
listrik. Pelanggaran pemakaian arus listrik pihak pelanggan tentunya dapat 
menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PLN. Untuk menghindari terjadinya 
kerugian tersebut, maka pihak PT. PLN dapat mengupayakan suatu hal bagi 
penyelesaian pelanggaran pemakaian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan. 
Bila salah satu dari pelanggan arus listrik pada PT. PLN pada saat mengajukan 
permohonan penyambungan atau pemasangan daya arus listrik memohon daya 
sebesar 900 KwH. Atas dasar permohonan tersebut maka pihak PT. PLN akan 
mengabulkan permohonan tersebut, sekaligus menyambungkan daya sebesar 
900 KwH kepada pihak pelanggan yang mengajukan permohonan daya tersebut. 
Bila terbukti pelanggan menggunakan daya listrik tidak sebagaimana yang 
disepakati sesuai kontrak yang diadakan yaitu daya yang kedapatan ternyata 
lebih besar dari daya yang terpasang semula, maka pelanggar telah melakukan 
perbuatannya yang melanggar ketentuan kontrak perjanjian. Atas pelanggaran 
yang telah dilakukan oleh pelanggan, pihak PT. PLN memberitahukan hal 
pelanggaran tersebut kepada pihak pelanggan yang menggunakan daya arus 
listrik melebihi kapasitas yang tersedia tanpa seizin PT. PLN. Pemberitahuan 
tersebut disampaikan dengan Surat panggilan yang intinya memerintahkan 
pelanggan untuk menghadap pimpinan PT. PLN. Pihak pelanggan yang 
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melanggar ketentuan PT. PLN diwajibkan untuk membayar tagihan susulan 
tersebut dengan jenis pelanggaran yang telah diberitahukan kepadanya. 
2. METODE 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
normatif. Karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek hukum, aturan 
hukum yang berkaitan dengan perjanjian penambahan daya listrik. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
deskriptif, karena bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu gejala, 
kejadian, atau fakta yang terjadi secara langsung dan hubungannya dengan 
peraturan yang berlaku. Penelitian ini sifatnya memberikan gambaran yang nyata 
tentang tanggung jawab hukum dan pelaksanaan perjanjian ditinjau dari 
perspektif hukum Perdata. 
Adapun sumber data penulis gunakan dalam melaksanakan  penelitian ini 
adalah: a. Penelitian Kepustakaan, penelitian kepustakaan yang digunakan agar 
memperoleh data Sekunder yang didapatkan melalui bahan: 
1) Bahan Hukum Primer 
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tetang Ketenagalistrikan 
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam 
penelitian ini bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum, serta jurnal-
jurnal hukum yang dapat menunjang untuk melengkapi data-data yang diperlukan 
peneliti untuk menyusun skripsi ini. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
Studi Kepustakaan Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan 
mencari, membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan dan literature 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode Studi Lapangan, 
Teknik pengumpulan data dengan secara langsung terhadap obyek yang diteliti 
guna untuk mendapatkan data primer penelitian tersebut : Menyusun pertanyaan 
kepada pihak yang terkait yaitu Staff atau pegawai PT. PLN (kantor Surakarta). 
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Wawancara merupakan teknik   pengumpulan data yang dilakukan dengan 
bertanya kepada pihak yang terkait yaitu staff atau pegawai PT. PLN (kantor 
Surakarta. Metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat 
deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif 
terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan 
struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 
menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 
menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini 
penulis menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan perjanjian 
penambahan daya listrik antara PT. PLN Persero dengan Konsumen. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses perjanjian penambahan daya listrik antara PT. PLN dengan 
Konsumen 
Perjanjian penambahan daya listrik antara PT. PLN dengan pihak 
konsumen terjadi karena adanya kepentingan diantara para pihak. Pihak 
pertama sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa penjualan tenaga 
listrik dan pihak kedua sebagai pelanggan yang membutuhkan listrik untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam proses melakukan perjanjian 
penambahan daya listrik terdapat tiga tahap yakni: 
a. Tahap sebelum terjadinya kesepakatan 
Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul 
permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahamnya seseorang 
dalam membuat suatu perjanjian, maka kami akan menjelaskan 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah 
dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 
4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Adanya kata sepakat 
bagi mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan para pihak untuk 
membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab (causa) yang 
halal. 
Sebelum perjanjian penambahan daya listrik antara PT. PLN dengan 
pihak pelanggan dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu menempuh 
beberapa proses awalnya, calon pelanggan atau konsumen dapat 
mengajukan permohonan penambahan daya listrik ke PT. PLN terdekat 
dan mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan fotokopi KTP 
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dan denah lokasi atau fotokopi rekening listrik tetangga. Selain dengan 
cara datang langsung ke kantor PLN terdekat konsumen juga dapat 
mengajukan permohonan penambahan daya listrik dengan cara sistem 
online di situs www.pln.co.id. 
b. Tahap pada saat terjadi kesepakatan 
Pada tahap ini PT. PLN dan Konsumen sepakat melakukan perjanjian 
penambahan daya listrik. Pihak konsumen menyetujui isi perjanjian 
baku yang dibuat oleh PT. PLN sebagai syarat dan ketentuan dalam 
pelaksanaan perjanjian penambahan daya listrik. Konsumen yang 
melakukan pengajuan penambahan daya listrik dengan cara mendatangi 
langsung ke kantor PLN menyetujui isi perjanjian dengan 
menandatangani perjanjian tersebut, apabila konsumen mengajukan 
melalui online maka persetujuan konsumen hanya dengan menekan 
tombol “setuju” pada laman perjanjian tersebut. Setelah menyetujui isi 
dari perjanjian baku tersebut, konsumen yang melakukan pengajuan 
penambahan daya listrik dengan cara online melalui website 
www.pln.co.id maka harus mengisi formulir online yang tersedia di 
website tersebut, jika konsumen telah mengisi formulir lalu 
diwajibkan mengisi perubahan daya yang di inginkan, setelah selesai 
mengisi semua ketentuannya maka pengajuan penambahan daya listrik 
pun selesai, lalu konsumen akan menerima email dari PLN berisi 
permohonan perubahan dan konsumen akan diminta untuk melakukan 
konfirmasi yang ada pada link dalam email tersebut. Konsumen wajib 
konfirmasi perubahan daya tersebut dalam waktu 1x24jam dengan 
kode bayar serta nominal yang harus dibayarkan, lalu konsumen 
melakukan pembayaran melalui ATM BCA. Setelah itu konsumen 
menunggu pihak PLN menghubungi untuk mengganti meteran 
sekaligus menambah daya listrik. Biasanya akan berlangsung 10 hari 
kerja terhitung dari tanggal konsumen membayar tagihan. Jika 
konsumen telah memenuhi semua syarat dan ketentuan dan telah 
membayar besaran biaya yang tercantum maka selanjutnya PT. PLN 
melakukan kewajibannya yakni menambah daya listrik konsumen 
sesuai yang diperjanjikan. 
c. Tahap setelah terjadi perjanjian penambahan daya listrik 
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Tahap setelah terjadinya perjanjian penambahan daya listrik, setelah 
sepakat melakukan perjanjian penambahan daya listrik antara PT. PLN 
dengan konsumen maka terjadilah hubungan hukum antara PT. PLN 
dengan konsumen yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban 
masing-masing pihak. pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang 
merupakan akibat hukum suatu perjanjian, hak dan kewajiban tersebut 
tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pembuat 
perjanjian. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak 
kedua dan sebaliknya, kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi 
pihak pertama. Dengan kata lain, akibat hukum perjanjian sebenarnya 
adalah pelaksanaan dari isi perjanjian itu sendiri. 
Dalam melakukan hak dan kewajiban setelah terjadinya kesepakatan, 
maka PT. PLN dengan konsumen wajib mentaati peraturan agar 
kesepakatan tetap berjalan. Apabila salah satu pihak melanggar 
peraturan atau tidak menjalankan kewajibannya dengan benar maka 
pihak tersebut baik konsumen atau PT. PLN harus menyelesaikannya 
dengan cara musyawarah, jika dengan musyawarah tidak mendapatkan 
kata sepakat atau mufakat maka selanjutnya akan diselesaikan secara 
hukum melalui Pengadilan Negeri setempat. 
3.2 . Peraturan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian PT. PLN dengan 
Konsumen 
3.2.1 Dasar Hukum PLN 
PT. PLN yang diberi kuasa ketenagalistrikan oleh pemerintah, sesuai 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. 
Selain itu dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 
menyatakan tentang maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan. 
3.2.2 Dasar Hukum Jual Beli Listrik 
Jual Beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Sedangkan yang 
dimaksud dengan listrik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 
2009 Pasal 1 ayat 2. 
3.2.3 Dasar Hukum Kesepakatan 
Dasar Hukum kesepakatan diatur dalam pasala 1320 ayat (1) 
KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama 
adalah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. 
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3.2.4 Dasar Hukum Hak dan Kewajiban 
Dalam Undang-Undang no. 30 tahun 2009 mengatur tentang hak dan 
kewajiban antara PT. PLN dengan Pelanggan (Konsumen) yang 
terdapat pada pasal 27 – pasal 29. Selain itu dalam Perjanjian baku 
yang dibuat oleh PT. PLN juga mengatur tentang hak dan kewajiban 
antara pihak PT. PLN dengan konsumen 
3.2.5 Dasar Hukum Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan 
Wanprestasi dan PMH 
Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum 
yang diberikan apabila terjadi wanprestasi yakni: 1. Kewajiban 
membayar ganti rugi (diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata), 2. 
Pembatalan Perjanjian (diatur dalam pasal 1266 KUHPerdata), 3. 
Peralihan Resiko (diatur dalam pasal 1237 KUHPerdata ayat 2). 
Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam pasal 1365 
KUHPerdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan 
kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang 
dirugikan. 
3.3 Tanggung jawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Listrik 
3.3.1 Tanggung jawab Hukum berdasarkan Wanprestasi 
Banyak contoh wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak 
pelanggan, salah satunya adalah tambah daya yang dilakukan 
pelanggan secara ilegal. Dalam realita kontrak atau perjanjian yang 
telah disepakati bersama tersebut sering disalahgunakan oleh pihak 
pelanggan. Artinya, pihak pelanggan sering melakukan 
pelanggaran-pelanggaran dalam pemakaian arus listrik. 
Pelanggaran pemakaian arus listrik pihak pelanggan tentunya dapat 
menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PLN. Untuk menghindari 
terjadinya kerugian tersebut, maka pihak PT. PLN dapat 
mengupayakan suatu hal bagi penyelesaian pelanggaran pemakaian 
arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan. Bila salah satu dari 
pelanggan arus listrik pada PT. PLN pada saat mengajukan 
permohonan penyambungan atau pemasangan daya arus listrik 
memohon daya sebesar 900 KwH. Atas dasar permohonan tersebut 
maka pihak PT. PLN akan mengabulkan permohonan tersebut, 
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sekaligus menyambungkan daya sebesar 900 KwH kepada pihak 
pelanggan yang mengajukan permohonan daya tersebut. 
Dari contoh wanprestasi diatas maka konsumen “melakukan 
sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian” sebagaimana 
termasuk dalam ciri wanprestasi yang tertuang dalam pasal 1234 
KUHPerdata. Konsumen tidak boleh melakukan kecurangan 
dengan menambah daya tanpa sepengetahuan PT. PLN, akibat dari 
pelanggaran itu maka konsumen akan dikenakan sanksi dan 
konsumen akan dipanggil untuk menghadap Pimpinan PT. PLN 
untuk melakukan musyawarah agar mencapai mufakat, apabila 
dalam musyawarah disepakati agar konsumen dapat melunasi 
tagihan secara dicicil dalam kurun waktu 2 (dua) bulan maka 
konsumen harus menepati kesepakatan yang telah disepakati 
tersebut. Jika konsumen tetap tidak membayar tagihan sesuai dengan 
kesepakatannya dengan PT. PLN maka konsumen “Tidak 
melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya” seperti ciri 
wanprestasi yang tertuang dalam pasal 1234 KUHPerdata dan PLN 
masih tetap merasa diinginkan, maka PT. PLN dapat meminta 
perlindungan hukum dengan cara mengajukan tuntutan atau gugatan 
ke Pengadilan Negeri berdasarkan atas wanprestasi. 
Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 
KUHPerdata diatur mengenai tanggung jawab hukum akibat dari 
wanprestasi, yang berbunyi: 
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah 
dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat 
diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu 
yang telah ditentukan.” 
3.3.2 Tanggung jawab Hukum berdasarkan Perbuatan Melawan 
Hukum 
Terdapat perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan oleh 
masyarakat atau badan usaha dengan pencurian listrik. Aksi 
pencurian listrik memang sudah dilakukan masyarakat dalam 
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berbagai cara atau modus. Modus-modus aksi pencurian listrik yang 
biasanya dilakukan masyarakat atau badan usaha di antaranya: (a) 
Menikmati listrik tanpa menggunakan meteran kWh; 
(b) Mengubah atau mengutak-atik isi kWh meter sehingga putaran 
penghitung biayanya lambat, dan biasanya dilakukan dengan 
memanfaatkan kelengahan pegawai PLN; (c) Menggunakan meteran 
kWh yang tidak terdaftar sebagai pelanggan PLN dengan 
memanfaatkan meteran kWh yang sudah tidak dipakai/terdaftar PLN 
sebagai pelanggan; dan (d) Menggunakan Miniature Circuit Breaker 
(MCB) sebagai alat penyambung listrik dari tiang induk ke rumah 
warga. Perlengkapan MCB tersebut dipasang dengan tujuan 
agar daya yang masuk ke rumah tidak terlalu besar. Dengan 
maraknya aksi pencurian listrik yang merugikan PLN dan 
masyarakat itu sendiri menyebabkan PLN mencari cara untuk 
mendeteksi aksi pencurian listrik tersebut. 
Apabila pencurian listrik terjadi maka PLN akan 
menyelesaikannya dengan musyawarah, pihak yang melakukan 
pencurian listrik wajib membayar ganti rugi kepada konsumen yang 
telah dicuri listriknya dan juga kepada PT. PLN. Selain itu PLN juga 
akan melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Penertiban dilakukan dengan cara: 
(a) jika pihak tersebut menikmati listrik tanpa menggunakan 
meteran kWh, maka PT. PLN akan memasangkan kWh meter baru 
dan pihak tersebut harus membayar biaya instalasi dan membayar 
tagihan setiap bulannya (bagi pelanggan pascabayar) atau membeli 
token (bagi pengguna pra bayar). 
(b) jika pihak tersebut mengubah atau mengutak-atik isi kWh meter 
sehingga putaran penghitung biayanya lambat, maka PT. PLN 
melakukan pengaturan ulang dan disesuaikan seperti semula. 
(c) jika pihak tersebut menggunakan meteran kWh yang tidak 
terdaftar sebagai pelanggan PLN dengan memanfaatkan meteran 
kWh yang sudah tidak dipakai/terdaftar PLN sebagai pelanggan, 
maka PT.PLN akan melepas kWh meter tersebut dan menggantinya 
dengan yang baru dan terdaftar sebagi pelanggan PLN. 
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(d) jika pihak tersebut menggunakan Miniature Circuit Breaker 
(MCB) sebagai alat penyambung listrik dari tiang induk ke rumah 
warga, maka PT. PLN akan membongkar MCB tersebut. 
Jika sudah dilakukan musyawarah dan pihak yang mencuri listrik 
tersebut tetap melakukan perbuatannya maka PT. PLN atau 
konsumen yang dirugikan dapat melayangkan gugatan ke 
Pengadilan Negeri dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, 
karena perbuatan pencurian tersebut telah melanggar peraturan-
peraturan yang berlaku, tidak beritikad baik dan perbuatan pencuri 
tersebut tidak sepantasnya dilakukan. Jika pihak yan mencuri listrik 
tersebut terbukti dalam sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan 
Negeri, maka ia harus mengganti kerugian sesuai dengan keputusan 
hakim. 
3.3.3 Tanggung jawab Hukum berdasarkan keadaan memaksa 
(Overmacht) 
Prinsip Tanggung jawab tersebut merupakan perihal yang sangat 
penting dalam hukum perlindungan atas konsumen. Dalam kasus- 
kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam 
menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh 
tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. 
Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam masalah 
kerugian yang dialami konsumen baik secara formil maupun materiil 
pihak PT. PLN dalam hal ini menggunakan prinsip tanggung jawab 
konsumen yaitu prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Hal ini 
di buktikan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen“ Pelaku usaha bertanggung 
jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau 
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 
dihasilkan atau diperdagangkan. Pelaku Usaha dapat bebas dari 
tanggung jawabnya apabila dilihat dari Pasal 19 ayat (5) yang 
menjelaskan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha tidak membuktikan 
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. 
Sebagai contoh apabila ada gardu listrik yang meledak dan dalam 
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hal ini pihak PT. PLN membuktikan bahwa terjadinya padamnya 
listrik memang benar dikarenakan gardu yang meledak dikarenakan 
gardu yang terkena petir atau hal tersebut bisa dibilang dalam hal 
keadaan memaksa (force majeure). Keadaan memaksa (force 
majeure) sudah diatur didalam perjanjian baku yang dibuat oleh PT. 
PLN: 
Pasal 14 Force Majeure 
(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah semua 
kejadian diluar kemampuan PLN untuk menanggulanginya 
termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian sebagai 
berikut : akibat Peraturan Pemerintah baik Pusat  maupun Daerah 
atau Departemen-Departemen, Instansi Sipil maupun Militer, 
Kerusuhan, Huru Hara, Perang, Pemogokan, Kebakaran, Gempa 
Bumi, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, 
Kecelakaan Pesawat Terbang, Pohon Tumbang, Petir. 
(2) PLN tidak memberikan ganti rugi apapun kepada 
Pelanggan bila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab III maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa dalam melakukan proses perjanjian penambahan daya listrik antara 
PT. PLN dengan konsumen terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yakni: 
tahap sebelum terjadinya kesepakatan, tahap pada saat terjadi kesepakatan 
dan tahap setelah terjadi perjanjian penambahan daya listrik. Dalam tahap 
sebelum kesepakatan konsumen diwajibkan mengisi formulir, melengkapi 
persyaratan dan membayar biaya administrasi untuk melakukan 
penambahan daya listrik. Selanjutnya dalam tahap saat terjadi kesepakatan 
antara PT. PLN dengan konsumen yang telah mencapai kesepakatan maka 
timbulah asas konsensualisme, kesepakatan terjadi jika konsumen 
menyetujui isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh PT. PLN. Dan pada 
tahap setelah terjadi perjanjian penambahan daya listrik maka menimbulkan 
hak dan kewajiban antara PT. PLN dengan  konsumen, dalam melakukan 
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hak dan kewajiban baik PT. PLN atau konsumen wajib mentaati peraturan 
agar kesepakatan tetap berjalan. 
2. Bahwa dalam melaksanakan perjanjian penambahan daya listrik antara PT. 
PLN dengan konsumen terdapat peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti 
peraturan yang mengatur tentang PLN, tentang jual beli tenaga listrik, 
tentang kesepakatan, tentang hak dan kewajiban dan tentang tanggungjawab 
hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dasar 
hukum atau peraturan-peraturan ini harus dipahami oleh PT. PLN maupun 
konsumen karena didalamnya mengatur tentang apa saja terkait dengan 
perjanjian penambahan daya listrik. Terutama tentang hak dan kewajiban 
antara PT. PLN dengan Konsumen. 
3. Bahwa terdapat tanggungjawab hukum dalam perjanjian jual beli listrik 
antara PT. PLN dengan Konsumen. Yang pertama, tanggung jawab hukum 
berdasarkan wanprestasi, jika salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak 
melaksanakan perjanjian sesuai yang telah disepakati karena kelalaiannya 
maka itu disebut wanprestasi, untuk menyelesaikan masalah wanprestasi 
yang terjadi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik maka dilakukan dengan 
cara musyawarah dan jika musyawarah tidak mencapai kata mufakat maka 
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Yang kedua, tanggung 
jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan 
hukum terjadi jika seseorang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi 
orang lain, penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum sama 
seperti cara penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yakni dengan 
musyawarah dan jika tidak mencapai mufakat maka dapat diajukan gugatan 
ke Pengadilan Negeri. Yang  ketiga, tanggung jawab hukum berdasarkan 
keadaan memaksa (overmacht) dalam melaksanakan perjanjian jual beli 
listrik antara PT. PLN dengan konsumen apabila terjadi overmacht (dalam 
PLN sering disebut dengan force majeure) maka PLN tidak memberikan 
ganti rugi apapun kepada konsumen. 
4.2 Saran 
1. Hendaklah PT. PLN dalam hal ini harus bersikap tegas dalam pemberian 
sanksi atau denda kepada konsumen yang melakukan pelanggaran seperti 
mencuri listrik atau melakukan penambahan daya listrik tanpa 
sepengetahuan PT. PLN. Selain itu PT. PLN juga harus secara rutin 
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melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan 
terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan oleh 
konsumen, selain dapat merugikan PT. PLN terkait biaya juga dapat 
merugikan konsumen lain apabila terjadi arus pendek aliran listrik yang 
dapat menyebabkan kebakaran yng selanjutnya menyebabkan kerugian 
materi yang tidak sedikit. 
2. Hendaklah Masyarakat dalam hal ini juga harus memiliki kesdaran tinggi 
bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan atau peraturan 
tersebut selain merugikan PT. PLN juga akan menimbulkan bahaya bagi 
masyarakat, seperti kebakaran karena listrik yang terpasang tidak sesuai 
dengan standar dari PLN. 
3. Jika konsumen melihat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 
konsumen lain dalam hal kelistrikan maka hendaklah melaporkan kejadian 
tersebut kepada pihak PT. PLN agar dapat segera diatasi dan tidak 
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